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WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

 

I.   UMUM 

            Dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang 

berkembang pesat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi, termasuk 

perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Perubahan tersebut merupakan 

tantangan strategis yang menuntut adanya produktivitas dan daya saing 

sumber daya manusia sebagai prasyarat utama agar tenaga kerja Indonesia 

mampu memainkan peranannya dalam kancah ekonomi global. 

            Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang 

produktif dan berdaya saing tersebut maka arah kebijakan pembangunan 

bidang ketenagakerjaan fokus pada upaya penciptaan lapangan pekerjaan 

seluas-luasnya dan peningkatan pelindungan hak dan kesejahteraan bagi 

Pekerja/Buruh, baik pada saat bekerja, maupun pasca berakhirnya 

Hubungan Kerja. 

            Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara adaptif mampu 

menjawab tantangan dan dinamika ketenagakerjaan, utamanya terhadap 

isu-isu strategis mengenai Hubungan Kerja yang meliputi pengaturan 

pelaksanaan PKWT dan pelindungan Pekerja/Buruh didalamnya, termasuk 

Pekerja/Buruh PKWT yang dipekerjakan dalam kegiatan alih daya, 

pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat bagi Pekerja/Buruh, utamanya 

pada sektor-sektor usaha dan jenis pekerjaan tertentu yang menekankan 



No. 6647 -2- 

pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengaturan mengenai 

mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja, termasuk bagaimana memastikan 

adanya pemenuhan hak bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan 

Hubungan Kerja. 

            Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat: 

                    a. PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu; 

                    b. jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu 

perpanjangan PKWT; 

                    c. uang kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT; 

                    d. pelindungan Pekerja/Buruh dan perizinan berusaha pada kegiatan alih 

daya; 

                    e. waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu; 

                    f. Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur; 

                    g. batasan Perusahaan tertentu yang dapat menerapkan istirahat 

panjang; 

                    h. tata cara Pemutusan Hubungan Kerja; dan 

                    i. pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang 

penggantian hak. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “produk baru” adalah produk 

yang sebelumnya belum pernah ada atau pengembangan 

produk yang sudah ada. Yang dimaksud dengan 

“kegiatan baru” adalah usaha yang baru dilaksanakan 

oleh Perusahaan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup dan batasan 

suatu pekerjaan” adalah jenis pekerjaan dan tempat 

lokasi pekerjaan dilakukan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 



No. 6647 -4- 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “demi hukum” adalah bahwa pada saat 

Perjanjian Kerja harian tidak berlaku akibat terpenuhi 

ketentuan dalam ayat ini, Hubungan Kerja antara Pengusaha 

dengan Pekerja/Buruh tidak memerlukan perjanjian tertulis 

atau keputusan tertulis lainnya. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud “hak-hak Pekerja/Buruh” antara lain Upah, 

tunjangan hari raya keagamaan, istirahat, cuti, serta program 

jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “syarat kerja” adalah hak dan 

kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang belum diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pada saat berakhirnya PKWT” adalah 

saat jangka waktu PKWT telah berakhir atau selesai. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 


